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bahwa Bawaslu Kabupaten Karo sebagai Lembaga yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi
yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu
Kabupaten Karo dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Karo agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya
semua pemohon informasi.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KARO TENTANG PERUBAHAN KPUTUSAN KETUA BADAN PENGAS
PEMILIHA UMUM KAUPATEN KARO NOMOR:
013/HM.00.02/K.SU-06/05/2025 TENTANG PEBNTUKN TIM KETERBUKAN
INFORASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPAEN
KARO.

Membentuk Tim Pelaksana Layanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut:
a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik.

2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang
dibuat oleh PPID.

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan
kepada Komisi Informasi.

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan
Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID
mengenai:

. KebijakanPengeloaan dan pelayanan Informasi Publik.

. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.

. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
. Penyusunan daftar Informasi Publik.

. Penyusunan Laporan Layanan.

. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

¢ Atasn PPID
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1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan
Informasi Publik.

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi.

4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan
keterbukaan Informasi Publik.

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.

3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan
sesuai dengan Peraturan Badan ini.

4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan
Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi
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dikecualikan.

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi
Publik.

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi
Publik.

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada
Komisi Informasi.

e Petugas Layann Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.

2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.

3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang
Dokumentasi.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan
PPID.

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas
persetujuan PPID.

6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan
PPID.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

GEMAR TARIGAN
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Lampiran keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan
umum Kabupaten Karo tentang Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Nomor : 2/HM.00.02/K.SU-06/05/2026

Tanggal : 19 Mei 2026

SUSUNAN TIM

KETERBUKA INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

JABATAN DALAM

No. NAMA JABATAN TIM
1 | GEMAR TARIGAN, ST Ketua Pembina PPID
2 | SUDIMAN, S.Pd.I.,C.Med Anggota Tim Perimoangn
3 | Dr. ODA KINATA BANUREA, M.Pd Anggota Tim Pertmoangn
Koordinator
4. | JEFFRIANTO, S.H. Sekretariat Atasan
Bawaslu
Kabupaten Karo
5. | PRIAY MANGIHUT ASI HASUGIAN, S.Sos Staf Teknis PPID
6. | FERIANTA PURBA. S.E Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
7. | RANI M. SURBAKTI, S.Pd Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
8. | YANISA TRI HANDAYANI, S.Tr.Keb Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
9. | DIVAARJUNA DEPARI Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
10. | RAJA RICHARD GINTING, A.Md Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
11. | ADLY SATRIA MANGENGKE, SH Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
12. | MANDO SINURAYA, SH Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
13. | KAMI MILALA, SH Staf Teknis Petugas Layanan
Informasi
14. | EVIN CRISTOPER TARIGAN, A.Md Staf Teknis Petugas Layanan

Informasi
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